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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAIIUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH

Menimbang
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KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwa daiam rangka penmgkatan dan keiancaran pelaksanaan tugas dan
atan kepada masyarakat, pertu mengatur

‘Sau\u Dacrah Kabupaten Kudus ;

fungsi pelavanan di bid
pengeloiaan keuangan Badan Rumah

hahwa lcraturan Dacrah kabupaicn Faidus Nomor 1 Tahun 20072 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dauah Kabupaten Kudus tidak
sepenuhnya dapat dilak iatan pengelolaan keuangan

Radan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kuodus |

.-

san n.u\un (.ullsh i1

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di aias. perlu
Rumah Sakit Dacrah Kabupaten

Rudus vang ditetapkan dengai Peraturai Daerai

ETm‘szg - U ndang Nomor 13 Tahun 1950 tontang Pembentukan Dacrah —
Daerah kabunaten dalam Lingkungan Pronins Jawa Tengah

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan {IL.embaran

4 " T fo yae -~ 4 o -
100, Tambahan Lembaran Negara Nomot

{ndang-undang Nomor

120072 ?

Undang-undang  Nomor 22 lahun 1999 ientang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 0. Tambahan Tembaran Negara

Nomor 38395 ¢

Usdang-undang NOmos 25 Tahun 1999 fentang Perimbangan Keu
Negara Tahun 1999

anr 31849) -

a7 \:l‘-"i"--} 3

Aniara Pemeriniah Pusaf dan Daerah (Lembaran
sharan N

Nomar 72, Tambahan Lembaran

‘c

mert h\gl’i Nomor 105 Tah no P@nqclnk}gn dan

Pﬁ:m ran Pc‘ mer

"""" N Rouangan 1 Jacrah

{Loemparan [Nvegara Tahun

I\.omoz _’U_’, lambzhzn 1 embaran Negara Nomor 4022 )



Memperhatikan :

Meneiapkan
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6. Peraturan Pémerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundangvund:mgzm dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun
2001 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pelayanan Keschatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus {Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 31) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 32) ;

Kepuiusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli
2002 Nomor 172/18/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit
Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah |

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN KUDUS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus

Bupati adalah Bupati Kudus :

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;

Badan Rumah Sakit Daerah yang selanjuinya disebut Rumah Sakit Daerah
adalah Badan Rumah Sakit Daerah milik dan dikelola Pemerintah
Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelavanan keschatan

6. Jasa Pelayanan adalah penerimaan yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah
dari kegiatan pemberian jasa sarana, jasa keperawatan dan jasa medis

O
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7 Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Dacrah atas
pomakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan
habis pakai vang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi dan pencegahan

§ Jasa Medis adalah imbalan yang diterima olch dokter dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, dan perawatan penderita ;

9. Jasa Kolaborasi adalah imbalan yang diterima olch petugas non medis

dalam rangka pelaksanaan kegiatan medis yang didelegasikan kepada

petugas non medis ;

Sisa Kas adalah selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi

pengeluaran dana sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang

Pengesahan vang diterbitkan oleh Bagian Kcuangan Sekretariat Dacrah

Kabupaten Kudus dalam 1 (satu) tahun anggaran.

—

10.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

(1) Pengaturan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan keschatan kepada masyarakat, meningkatkan
kinerja dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten dalam
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(2) Untuk miencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Rumah Sakit
Dacrah  menerapkan peraturan  perundang-undangan dan  upaya
pengembangan organisasi, peningkatan pelayanan, pengembangan standar
tarmasi, pengembangan sistem informasi manajemen dan pengembangan
sistem rekam medis.

BAB I
SUMBER PENERIMAAN
Pasal 3
(1) Sumber penerimaan keuangan Rumah Sakit Daerah terdiri dari :

a. penerimaan dari retribusi pelayanan Kesehatan ;

b. pencrimaan dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau
Peraerintah Kabupaten ;

c. penerimaan dari bantuan Pihak Ketiga :

d. penerimaan lain-lain.

(2) Penerimaan dari retribusi pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf 2 terdiri dari :

penerimaan dari jasa satana ;
penerimaan dari jasa keperawatan ;
pencrimaan dari jasa medis
penerimaan dari jasa kolaborasi.
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 4

(1) Penggunaan penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) diatur
sebagai berikut :

a. penerimaan dari jasa sarana scbagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf a, sebesar 25 % (dua puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah dan

sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) merupakan pendapatan Rumah
Sakti Daerah yang dapat digunakan langsung ;

b. penerimaan dari jasa keperawatan, jasa medis dan jasa kolaborasi
scbagaiman diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, ¢ dan d, merupakan
pendapatan Rumah Sakit Dacrah yang dapat digunakan langsung.

2) Penggunaan pencrimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b
dan ¢ harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

(3) Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d
merupakan pendapatan Rumah Sakit Daerah yang dapat digunakan
langsuno,

Pasal §

(1) Penggunaan sebagian penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1),
hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia vang besarnya ditetapkan
maksimal sebesar 2 % (dua persen) ;

b. Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan yang besarnya
ditetapkan minimal sebesar 68 % (enam puluh delapan ) persen ;

¢. Jasa Pelayanan yang besarnya ditetapkan maksimal sebesar 30 % (tiga
puluh persen).

(2) Rincian besaran penggunaan scbagian penerimaan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati,
BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN KEUANGAN
Pasal 6

Seluruh penerimaan dan pengeluaran vang berasal dari Rumah Sakit Daerah
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Rumah Sakit Dacrah hanya memungut biaya scbagai imbalan atas pelayanan
vang diberikan sesuat farif yang berlaku.



Pasal 8

(1) Pencrimaan dana Rumah Sakit Dacrah disimpan dan disetor ke rekening
Rumah Sakit Dacrah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupal
sebagai Bank Penyimpan Kas Dacrah.

a2 Rumah Sakit Dacrah pada Bank

(2) Jasa Bank atas pencmpatan dan n
kan pendapatan dacrah yang wajib

Pemerintah yang ditunjuk merupa
langsung disetor ke rekening Kas Dacrah.

(3) Bank Pemerintah yang ditunjuk memindahbukukan jasa Bank sebagaimana
/ Kas Dacrah setiap akhir bulan dan

dimaksud avat (2) ke rekening ; !
dilaporkan kepada Bupati lewat Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kudus.
Pasal 9
(1) Setiap akhir buian Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan laporan
keuangan Rumah Sakit Daerah kepada Bupati.

Rumah Sakit Dacrah menyampaikan

(2) Setiap akhir tahun anggaran Direktur
eluruh penerimaan dan pengeluaran

laporan kepada Bupati mengenat $
Badan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 10

Sisa Kas RumahSakit Dacrah pada akhit tahun anggaran merupakan saldo awal

Kas Rumah Sakit Dacrah tahun anggaran berikutnya.
BAB VI
KERTASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 11

Rumah Sakit Dacrah dalain rangka upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
ngan Pihak Ketiga scbagaimana dimaksud avat (1) vang

(2) Kerjasama de
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an  anooars sealy  dans S— satalah
ghan anggaran ran (apal dilakeanakan Sciglal

mendapat pcrsr:m_hmn dari Bupai,
BAB Vi
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Pasa

/1) Pembinaan  Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang, berlaku.
(2) Pengawasan terhadap Badan Rumah Sakit Daerah dilakukan olh Bupati

3) Pengawasan secara fungsional dilakukan olel Badan Pengawasan Daerah
Kabupaten Kudus.
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Pasal 13

Pelaksanaa i
‘ n pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan

poiatuian peiundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

... A RaY

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah in
Dacrah Tingkat I Kudus Nomor 17 Tahun 1992 tentang P

isaviail i

Umum Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus menjadi

i maka Peraturan Dacrah Kabupaten
cnetapan Rumah Sakit

Rumah Sakit Daerah

1 74 Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II

Swadana dan huruf 1 Pasal 2
Kudps Nomor i3 tahun 1998 tentang Retribusi
dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum dia
selaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

pian

Pasal 16

S

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Talun Anggaran 2003.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, me
Dacrah ini dongan poncmpataniya dalam Lom

psactran

isahkan di Kudus

D
pada tanggal 8 T uli 2002

BUPATI KUDUS |

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

STKRETARIS DAFRAH KABUPATEN KUDUS,

T FTMBAR AN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 14

Pemakaian Kckayaan Dacrah

tur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

merintahkan pengundangan Peraturan
baran Dacrah Kabupaten Kudus .
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PENGELOLAAN KFUANGAN BADAN RUMA!

PENJELASAN
. ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG
[ SAKIT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

PENJELASAN UMUM
Badan Rumah Sakit

Bahwa guna meningkatkan pelayan
Dacrah Kabupaten Kudus, dan guna menunjang kebijakan umum
meningkaikan derajat kesehatan masyara
Daerah Kahupaten Kudus.

Bahwa Peraturan Da
Pengelolaan Keuangan Daerah Ka
optimalisasi kinerja pelayanan kesch
periu diatur secara khusus dalam Peraturan

Peraturan Daerah ini mengatur ketentu
Sumber penerimaan
Pengelolaan keuangan .
DPenatausahaan dan pertanggungi
Kerjasama dengan pihak Ketiga |
Pembinaan dan Pengawasant.

S

[OTREN

Uniuk optimalisasi pel
diberikan kewenangan ke
Tasa Medis, Jasa Keperaw
Kesehatan digunakan untu
penerimaan dari jasa sarana

an kepada masyarakat, kinerja

pemerintah Kabupaten dalam rangka

jolaan keuangan Badan Rumah Sakit

kal, perlu mengatur penge

or 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
hnya dapat dilaksanakan dalam rangka

erah Kabupaten Kudus Nom
acrah Kabupaten Kudus, schingga

bupaten Kudus tidak sepenuhny?
atan pada Badan Rumah Sakit D
Dacrah tersendiri.

an-ketentuan sehagai berikut :

awaban keuangan |

a masyarakat dalam Peraturan Daerah int
kan penerimaan yang berasal dart
asa sarana Retribusi Pelayanan

ara langsung. Sebagian

ayanan keschatan pad
pada Direkiur Rumah Sakit uniuk mengguna
atan, dan Jasa Kolaborasi serta schagian dari §
k kegiatan operasional Rumah Sakit Daerah sec
disctorkan ke Kas Dacrah sebagai penerimaan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 3
avat (1) huruf a

huruf b

huruf ¢

haruf d

avat (2)

Pasai 4 8.d 17

anggaran yang disediakan 0

Cukup jelas.

antuan Pemerintah Kabupaten adalah alokasi
leh DPemcrintah Kabupaten dalam Anggaran
ang sumber dananya bukan berasal dari
ich Badan Rumah Sakit Daerah.

Yang dimaksud dengan b

Pendapatan dan Belanja Daerah v
penerimaan yang digunakan langsung o

 Cukup jelas.

Pencrimaan lain-lain sebagaimana dimaksud avat ini adalah penerimaan

selain penerimaan sebagaimana dimaksud turuf a, b, dan ¢, antara lain

penerimaan dari titipan kendaraan dan parkir.

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.17
11:19:39 +07'00'

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR. 3=
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